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ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS ANTARA
PENGGUNAAN JASA KONTRAKTOR DENGAN PENGENAAN
PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

(Studi Kasus Berdasarkan Pembangunan Villa Pada PT. XYZ)

ABSTRAK
Ni Luh Surya Mertha Dewi

Laporan Tugas Akhir ini memuat suatu analisis mengenai perbandingan
efektivitas antara penggunaan jasa kontraktor dan penerapan PPN KMS, dengan
berfokus pada tiga indikator utama yakni: harga perolehan bangunan, total pajak yang
dibayar, dan aspek pelaksanaan dan administrasi. Analisis dilakukan dengan
membandingkan rekapan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari jasa kontraktor dan
kegiatan membangun sendiri. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan
membangun sendiri dapat menghasilkan biaya perolehan dan pengeluaran kas untuk
membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan jasa kontraktor.
Pada penerapan kegiatan membangun sendiri mewajibkan perusahaan untuk menyetor
dan melaporkan pajak sesuai dengan masa pajak berdasarkan ketentuan undang-
undang perpajakan. Ditinjau dari segi administratif, terdapat perbedaan antara
penggunaan jasa kontraktor dan kegiatan membangun sendiri. Penggunaan jasa
kontraktor cenderung memiliki administrasi yang lebih mudah, sementara kegiatan
membangun sendiri memerlukan tanggung jawab administratif yang lebih besar.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan membangun sendiri
menunjukkan keunggulan dari segi keefektifan dan biaya perolehan dibandingkan
dengan penggunaan jasa kontraktor. Penggunaan jasa kontraktor lebih efektif jika
dilihat dari perspektif pelaksanaan dan administrasinya. Metode pembangunan dengan
kegiatan membangun sendiri yang dipilih oleh PT. XYZ juga sudah efektif untuk

diterapkan karena sesuai dengan kondisi perusahaan.

Kata Kunci: Perbandingan, PPN KMS, Jasa Kontraktor
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS BETWEEN
THE USE OF CONTRACTOR SERVICES AND THE IMPOSITION
OF VAT ON SELF-CONSTRUCTION ACTIVITIES
(A Case Study Based on The Construction of a Villa at PT. XYZ)

ABSTRACT
Ni Luh Surya Mertha Dewi

This Final Project Report contains an analysis regarding the comparative
effectiveness between the use of contractor services and the application of Value Added
Tax on Self-Building Activities, focusing on three main indicators, namely: the
acquisition price of the building, the total tax paid, and aspects of implementation and
administration. The analysis was carried out by comparing the summary of the draft
budget for contractor services and self-building activities. The results of the analysis
show that self-building activities can result in lower acquisition costs and cash
expenditures to pay taxes compared to using contractor services. Implementing self-
building activities requires companies to deposit and report taxes in accordance with
the tax period based on the provisions of the tax law. From an administrative
perspective, there is a difference between using contractor services and building
activities yourself. Using contractor services tends to have easier administration,
while self-building activities require greater administrative responsibility. Thus, it can
be concluded that self-building activities show superiority in terms of effectiveness and
cost compared to using contractor services. The use of contractor services is more
effective when viewed from an implementation and administration perspective. The
construction method with self-building activities chosen by PT. XYZ has also been
effectively implemented because it suits the company's conditions.

Keywords: Comparative, Value Added Tax on Self-Building Activities, Contractor
Services
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah mulai berkembang pasca
wabah Covid-19 melanda, terutama dalam sektor konstruksi. Sektor konstruksi
memainkan peran kunci sebagai motor penggerak dalam pembangunan nasional.
Pertumbuhan konstruksi tercermin dari banyaknya proyek pembangunan yang
sedang berlangsung saat ini, baik itu kegiatan membangun sendiri (self-building)
maupun menggunakan jasa kontraktor profesional. Hal ini didasarkan pada
pernyataan Cahyono Siswanto selaku manajer riset nasional BCI Central yang
menerangkan bahwa total pasar proyek konstruksi (proyek gedung dan sipil, tidak
termasuk migas) pada 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 5,78 persen
dibandingkan tahun 2022. Total pasar konstruksi Indonesia diperkirakan
mencapai Rp332,95 triliun pada 2023, terdiri dari 47,29 persen di sektor sipil dan
52,71 persen di sektor bangunan (Dirgantara, G. 2022).

Realisasi dalam aspek pembiayaan pembangunan, menunjukkan bahwa
suntikan dana dari investasi nasional masih belum mencukupi untuk mendukung
usaha pembangunan di Indonesia. Investasi asing juga memiliki peran yang
signifikan dalam mendukung keuangan pembangunan yang tengah berlangsung.
Kebijakan perpajakan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh para
investor dalam mengambil keputusan, oleh karena itu diperlukan kebijakan
perpajakan yang mendukung pertumbuhan bisnis agar menciptakan lingkungan
investasi yang mendukung, yang kemudian dapat berdampak positif pada
perekonomian nasional.

Dikutip dari halaman web Datalndonesia.id, berdasarkan data yang
diperoleh pada Laporan Menteri Keuangan mengenai Realisasi Pendapatan

Negara Indonesia (hingga 12 Desember 2023), disajikan grafik sebagai berikut :



*dalam Rupiah

Penerimaan Pajak Kepabeanan dan
Cukai

Gambar 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Negara (hingga 12 Desember 2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Negara (hingga 12
Desember 2023) dapat dilihat bahwa sumber terbesar pendapatan negara berasal
dari penerimaan pajak, yakni sebesar Rp.1.739,8 triliun. Rincian penerimaan
pajak ini terdiri dari: PPh Non - Migas sebesar Rp.951,83 triliun, PPN & PPnBM
sebesar Rp.683,32 triliun, PPh Migas sebesar Rp.64,36 triliun, dan PBB & Pajak
lain sebesar Rp.40,34 triliun (Hariani. A, 2023). Berdasarkan setoran pajak hingga
12 Desember 2023, persentase penerimaan pajak masih 95,7% dari target
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang rincian APBN 2023 sebesar
Rp.1.818,2 triliun. Menanggapi hal tersebut, pemerintah menaruh atensi yang
tinggi terkait penerimaan pajak demi memaksimalkan pendapatan negara. Dengan
demikian, target-target yang telah ditentukan sebelumnya dapat terealisasikan
dengan segera demi kepentingan masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan
pajak yang memiliki dampak besar terhadap pendapatan negara. Berbagai regulasi
telah diterbitkan untuk maksimalkan penerimaan negara. Kegiatan pembangunan
dengan kriteria tertentu hingga saat ini merupakan objek pengenaan PPN, oleh
karena itu, aspek ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam
merencanakan proyek pembangunan. Penerapan PPN atas Kegiatan Membangun

Sendiri (PPN KMS) sudah berlangsung lama dan telah mengalami beberapa kali



penyempurnaan. Terakhir, regulasi mengenai PPN KMS diperbarui dalam
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan
Membangun Sendiri. Tujuan peraturan ini adalah untuk memastikan
pelaksanaannya berjalan dengan baik di lapangan.

Terdapat dua pilihan metode pembangunan yang dapat dilakukan dalam
melaksanakan proyek konstruksi, yakni kegiatan membangun sendiri dan
penggunaan jasa kontraktor. Berdasarkan kedua metode pembangunan tersebut,
keduanya sama-sama melekat pengaruh aturan PPN dalam pelaksanaannya.
Pembangunan yang berbasis kegiatan membangun sendiri menjadi objek PPN
KMS, sedangkan pembangunan yang berbasis penggunaan jasa kontraktor yang
sudah berstatus PKP menjadi objek PPN atas barang dan jasa kena pajak yang
diserahkannya. Penerapan PPN memiliki dampak yang signifikan terhadap biaya
keseluruhan proyek dan keputusan yang diambil oleh para pelaku industri
konstruksi, oleh karena itu perbandingan pengenaan PPN atas kegiatan
membangun sendiri dan penggunaan jasa kontraktor menjadi relevan untuk diteliti
guna memahami implikasinya terhadap biaya proyek keseluruhan.

Kegiatan membangun sendiri dan penggunaan jasa kontraktor memiliki
karakteristik yang berbeda dalam hal pengelolaan proyek, penggunaan sumber
daya, dan dampak ekonomi. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam
konteks perbandingan kegiatan membangun sendiri dan penggunaan jasa
kontraktor. Tantangan utama dalam penelitian ini melibatkan kompleksitas aturan
dan regulasi perpajakan terkait PPN, termasuk interpretasi dan penerapannya di
lapangan.

Faktanya di lapangan masih banyak Wajib Pajak yang bingung dalam
menentukan metode pembangunan mana yang akan digunakan. Hal ini
disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak terkait mekanisme
kegiatan membangun sendiri dan penggunaan jasa kontraktor. Sosialisasi dari
pemerintah kepada masyarakat terkait aturan ini juga masih kurang gencar
dilakukan, sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan masih sering terjadi
yang berakibat pada overspending biaya selama pembangunan.

Fenomena yang terjadi di lapangan, seiring dengan tren perkembangan

zaman banyak wajib pajak yang ingin melakukan kegiatan pembangunan untuk



mendirikan suatu usaha. Menyikapi adanya peraturan mengenai pengenaan pajak
atas kegiatan pembangunan ini, wajib pajak mengatur strategi perencanaan
pengoptimalan pajak (tax-planning) agar tujuannya dapat tercapai dengan efisien
tanpa dengan melakukan pelanggaran aturan hukum perpajakan. Solusi yang
sering dilakukan oleh beberapa wajib pajak untuk menyikapi hal ini yakni dengan
membeli bahan material dan menggunakan jasa tenaga konstruksi di perusahaan
yang masih belum berstatus PKP. Hal ini disebabkan karena PPN yang dibayarkan
atas pembelian material maupun tenaga kerja yang dilakukan selama kegiatan
membangun sendiri ini tidak dapat di kreditkan, sehingga wajib pajak hanya
membayar pajak sejumlah PPN KMS terutang saja. Disisi lain terdapat wajib
pajak yang memilih menggunakan jasa kontraktor yang sudah berstatus
Pengusaha Kena pajak (PKP) dengan alasan PPN yang di bayarkan nantinya dapat
dikreditkan serta proses administrasinya lebih mudah. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan pada PT XYZ di tahun 2023, di mana perusahaan ini sedang
dalam proses kegiatan membangun sendiri, terdapat beberapa hal yang menarik
perhatian terkait dampak metode pembangunan yang dipilih. Salah satu di
antaranya yakni tingkat keefektivitasan yang dilihat dari segi administrasi maupun
pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan membandingkan efektivitas
pengenaan PPN pada dua metode ini, serta mengeksplorasi implikasinya terhadap
biaya keseluruhan proyek. Penelitian ini sangat relevan diangkat karena dapat
memberikan wawasan mendalam tentang dampak peraturan PPN terhadap pilihan
antara membangun sendiri atau menggunakan jasa kontraktor. Hasil dari
penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan, termasuk pemilik
proyek, profesional konstruksi, dan pemerintah untuk mengambil keputusan yang
lebih terinformasi. Berdasarkan seluruh problematika yang telah diuraikan pada
latar belakang, penulis berminat mengangkat judul “Analisis Perbandingan
Efektivitas Antara Penggunaan Jasa Kontraktor Dengan Pengenaan PPN Atas
Kegiatan Membangun Sendiri (Studi Kasus Berdasarkan Pembangunan Villa Pada

PT. XYZ)".



1.2

1.3

1.4

1.5

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun pokok
permasalahan yang akan dibahas yakni bagaimana perbandingan efektivitas
penggunaan penerapan PPN KMS dengan penggunaan jasa kontraktor dalam

kegiatan pembangunan?

Batasan Masalah

Untuk mempersempit ranah penelitian ini, penulis membatasi masalah yang
akan di bahas pada penelitian ini, yakni analisis penelitian ini didasarkan oleh data
yang di peroleh tahun 2023 pada PT. XYZ yang telah terdaftar pada KPP Pratama
di wilayah Gianyar dan sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penulis
juga membatasi bahwa kontraktor yang dimaksud dalam penelitian ini yakni
kontraktor yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga

melakukan pemungutan PPN atas barang dan jasa yang diserahkannya.

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan dari
penelitian ini dilakukan yakni untuk mengetahui perbandingan efektivitas
penggunaan penerapan PPN KMS dengan penggunaan jasa kontraktor dalam

kegiatan pembangunan

Manfaat
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yakni:

1.5.1 Manfaat bagi pihak perusahaan

a. Menambah wawasan mengenai aturan pengenaan PPN atas Kegiatan
Membangun Sendiri.
b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan pengambilan keputusan

sebelum melakukan kegiatan pembangunan.

1.5.2 Manfaat bagi pihak kampus

a. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya terkait
kegiatan membangun sendiri

b. Meningkatkan reputasi kampus dengan menghasilkan penelitian yang relevan
dan bermanfaat dalam bidang perpajakan dan manajemen konstruksi.

¢. Untuk menambah pembendaharaan kampus



1.5.3 Manfaat bagi mahasiswa
a. Sebagai salah satu persyaratan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan
studi di Politeknik Negeri Bali
b. Memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang

diperoleh selama studi dengan konteks praktis di lapangan kerja.



5.1

5.2

BAB S
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
metode pembangunan dengan kegiatan membangun sendiri yang dipilih oleh PT.
XYZ sudah efektif untuk diterapkan karena sudah sesuai dengan kondisi
perusahaan. Berdasarkan rekapan RAB, terlihat bahwa kegiatan membangun
sendiri dapat menghasilkan biaya perolehan yang lebih rendah jika dibandingkan
dengan penggunaan jasa kontraktor. Strategi kegiatan membangun sendiri,
termasuk pembelian material dari pemasok yang belum berstatus PKP, dapat
memberikan keuntungan signifikan dalam menekan biaya pembangunan. Jika
ditinjau dalam konteks jumlah pajak yang dibayarkan, penerapan kegiatan
membangun sendiri mewajibkan perusahaan untuk melakukan penyetoran dan
pelaporan PPN KMS pada setiap masa pajak. Jumlah pajak yang dibayar dengan
penerapan kegiatan membangun sendiri juga menunjukan angka yang lebih
sedikit yakni sebesar Rp.68.392.419,79 jika dibandingkan dengan penggunaan
jasa kontraktor dengan nilai Rp.80.003.625,52, sehingga lebih efektif di terapkan.
Secara administratif, penggunaan jasa kontraktor cenderung memiliki
administrasi yang lebih mudah, sementara kegiatan membangun sendiri
memerlukan tanggung jawab administratif yang lebih besar. Dengan demikian,
dari segi keefektifan dan biaya perolehan, kegiatan membangun sendiri,
setidaknya dalam konteks penelitian ini, menunjukkan keunggulan dibandingkan
dengan penggunaan jasa kontraktor. Penggunaan jasa kontraktor lebih efektif

diterapkan jika diliat dari perspektif pelaksanaan dan administrasinya.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa saran
yang dapat diberikan kepada PT. XYZ untuk meningkatkan efisiensi perusahaan
yakni:
1) Meningkatkan optimasi strategi pembelian material dengan memilih pemasok
yang belum berstatus PKP, sehingga dapat membantu perusahaan dalam

menekan biaya pembangunan yang signifikan.
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2) Mempertimbangkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
terampil dan terlatih khususnya dalam bidang administrasi perpajakan,
sehingga dapat memastikan pelaksanaan yang efektif.

3) Menertibkan administrasi serta meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam
pelaporan pajak untuk menghindari potensi masalah administrasi. Masalah
yang dapat muncul akibat terlambat menyetorkan dan melaporkan pajak
yakni otoritas pajak dapat menerbitkan sanksi administrasi berupa bunga
maupun denda. Keterlambatan menyetorkan pajak dapat dikenakan sanksi
berupa bunga sebesar acuan Menteri Keuangan dari total PPh terutang yang
seharusnya. Keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN akan dikenakan
denda sebesar Rp.500.000,00, sedangkan untuk SPT Masa jenis lainnya akan
dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 per SPT Masa-nya.

Dengan memperhatikan saran-saran ini, diharapkan PT. XYZ mampu
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan membangun
sendiri, sekaligus tetap mempertahankan keunggulan biaya perolehan yang telah

berhasil dicapai.
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Lampiran 1. Tabel Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dari Jasa Kontraktor
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Lampiran 2. Tabel Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atas Kegiatan
Membangun Sendiri
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Lampiran 3. Cara Pembayaran berdasarkan salah satu kontrak kerja
konstruksi PT. XYZ

i. Masa Pemaliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalendar
dinyatakan selesai dangan baik, setelah Berita Acara Serah Tarima Eedua ("BAST
II"} Pekerjaan ditandatangani dan diterimia oleh Para Pihak:

j- Pihak Kedua dilarang wntuk mengalhkan baik sebagian maupun ssluruh
kewajiban dan haknya berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak
lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama serta berkewajiban menjaga
saluruh kerzshasizan informasi yang berhubungan dengan Pekerjaan termasuk

item Pakarjaan [zinnya yang tartuang dalam Dokumen Tandar.

6. Cara Pembayaran
Pembayaran Pakarjaan Ratminning Wall sanilai
akmn dilakukzn dengan cara
sabagai barikut:
6.1 Uang muka sebasar 506 (ima puluh persen) dari Harga Kontrak “atsu sebasar

dibayarkan setelah ditandatanganings Surat Perjanjian
Karjasama ini olsh Para Pihak.

6.2 Permbayaran selanjutnya dibayarkan sesuai dengan perkembangan prograss
satiap bulan Pekeraan di lapangan dengan dikurangi retensi sebesar 3% (lima
parsen), pengembalian Uang Muka sesuai perkembangan yang dicapai serta
denda (jika ada).

6.2 Retenzi sebazar 5% (ima persen) atau ssbasar

dari nilai
Kiontrak akan dibayarkan dangan ketanfuan sabagai barilout :

» Ratensi ssbesar 2,5% (dua koma lima parsen) dibayarkan satalah BAST |
ditandatangani cleh Para Pihak;

»  Siza retansi sebesar 2,.5% (dua koma lima persen) dibayarkan setelah Maza
Pamgliharaan salesai, yang dinyastakan dengan telah disstujuinga dan
ditandatanganirya BAST |l Pekeraan olsh Para Pihak.

6.4 Kekngkapan tagihan Pihak Kadua kepada Pihak Pertama, terdin dari :

641 Ewitansi rangkap 2 (1 asli bermatarai dan 1 Copy);

6.42 Sertfikat Pembayaran yang diterbitkan clsh Pihak Pertama;
6.4.3 Foto copy Surat Parjanjian Karjasamas

6.44 Baritz Acara Prastasi Pekerjaan (kacuali pembayaran wang maka).

Page 4 of



Lampiran 4. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR

SURAT TAGIHAN PAJAK |
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

Nomor : Tanggal Penerbitan 5 Oktober 2023
Masa/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo : 4 November 2023

\. | Telah dilakukan penelitian/ p i / ik ulang atas pelal kewajiban Pajak P\ bahan Nilal Barang dan Jasa
dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pa]ak

Nama Wajib Pajak/PKP ol

NPWP ¥

Il. | Dari penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan-ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagal berikut :
JUMLAH RUPIAH MENURUT
N il PENGUSAHA KENA PAJAK FISKUS

Pajak harus dibayar/ditagih kembali 0
Telah dibayar

Kurang dibayar (1-2)
Sanksi administratif :

a Denda Pasal 7 KUP
rl paian Surat Pemberitah (SPT) Masa
Pajak Penambahan Nilai (PPN)

b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP
atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar

c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP

atas pembay atau peny pajak yang di
melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak
d. Bunga Pasal 14 (3)KUP

atas 9i bay pajak sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hllung

e. Denda Pasal 14 (4) KUP

e.1 pengusaha yang telah dik bagai P h
Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pa]ak atau terlambat
membuat faktur pajak

e.2 pengusaha yang telah d| bagai P h
Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU
KUP

elel+e2

Gt 2 o Al

500,000

0

f. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3) / SRR 500,000
5. | Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f) 500,000
Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembay akan dil

penagihan pajak dengan Surat Paksa.
S

1) Diisi jika STP i alas Impor BKP Tidak Berwujud dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah PabearyPemungutan pajak oleh Pemungut PPN/Kegiatan Membangun
Sendir/Pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan
setelah jangka waktu terlentu berakhir/Pembayaran PPN yang semula mendapatkan
fasilitas.

2) Corel yang tidak periu

3) Coret yang lidak periu dan/atau disi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama Kepala
Kantor/Kepala Seksi atau pejabal yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direklur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktoral Jenderal Pajak.



Lampiran 5. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 Final
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

@ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2) FINAL"IDENMKEERLAMB?);AN—PW
MASA-PAJAK-PENGHASHAN-UNIFIKASH

Nomor : Tanggal Penerbitan : 11 Desember 2023
Masa/Tahun Pajak : Februari 2023 Tanggal Jatuh Tempo : 10 Januari 2024

. Telah dilakukan penelitian/ p + P + sang” atas p j Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)
Final"/kewajiban-peayampaian-Surat 3 ifikasi®) :
Nama Waijib Pajak/PKP 3 C T T T T
NPWP

. Dari penelitian/ p + # lang® but di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

L 9

1. Pajak yang harus dibayar

2. Telah dibayar

3. Kurang dibayar (1-2) Rp 0
4. Sanksi administratif :

a. Denda Pasal 7 KUP Rp 100,000
keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 (2)
Final'/SPT-Masa-PRh-Unifikasi’)

b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP Rp 0
atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 4 (2) Final"
yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar

¢. Bunga Pasal 9 (2a) KUP Rp 209,456
atas p ) atau peny pajak yang dilakuk

setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau

penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau

Masa Pajak

d. Bunga Pasal 14 (3)KUP Rp 0
atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis

dan/atau salah hitung

e. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d) Rp —m
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e) Rp 309,456
Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah
Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan p , akan dil:

penagihan pajak dengan Surat Paksa.

* *
1) Diisi sesual dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu 4?

3)Oommgw-kwﬁum-uudhlmnnmmmswmmmw MDJP%@‘
Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.



58

Lampiran 6. Dokumentasi Selama Kegiatan PKL
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